LAPORAN KINERJA (LKj)
KECAMATAN SENDURO
TAHUN 2022

KABUPATEN LUMAJANG



BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURMAIYADIS.Pi

Jabatan : CAMAT SENDURO
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : H-THORIQUL HAQ, M.ML.
Jabatan : BUPATI IUMAJANG

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgﬁgg(;r Target | Realisasi Ca(lz,zl)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya |1. Persentase 86 86 100 Baik
Kualitas hasil
Pelayanan , Fasilitasi dan
Fasilitasi dan Koordinasi
Koordinasi yang
Kecamatan ditindak
Serta lanjuti.




Akuntabilitas | 2. Persentase

Keuangan dan Desa yang 86 86 100
Pemerintahan menyusun
Desa Dokmen
Pemerintahan Administrasi
Pemerintaha
n Desa Tepat
Waktu.

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik

V |: Laporan sudah baik
: Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kkinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, _Lu maJang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung 4

BUPATI LUMJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML. NURMAN RIYADLS.Pi
NIP. 19770923 200604 1 013




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISWANTO,S.Pt

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : NURMAN RIYADI,S.Pi
Jabatan : CAMAT SENDURO

Selaku Atasan Pihak Pertama , selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator . . | Capaian
Sasaran Kinerja Target | Realisasi (%) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Perencanaan, 1. Persentase 100 100 100 Baik
Penganggaran fasilitasi
dan Evaluasi dokumen
Kinerja Perencana
Perangkat an,
daerah Pengangga




. Administrasi
Keuangan
Perangkat

daerah

. Administrasi

Barang Milik
daerah pada
Perangkat
Daerah

. Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

. Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang

Urusan

ran dan
Evaluasi

Kinerja

. Persentase

fasilitasi
Administra
si
Keuangan
Perangkat
Daerah

. Persentase

fasilitasi
Administra
si Barang
Milik
Daerah
Perangkat
Daerah

. Persentase

Fasilitasi
Administra
si  Umum
Perangkat
Daerah

. Persentase

fasilitasi
pengadaan
Barang
Milik

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

Baik

Baik




Pemerintah
Daerah

6. Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

7. Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Daerah

Daerah

. Persentase

fasilitasi
penyediaa
n jasa
penunjang
operasiona

1 kantor

. Persentase

fasilitasi
pemelihar
aan
Barang
Milik
Daerah

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V | : Laporan sudah baik

: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro

Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana

Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Lumajang, 3 Januari 2022
Sekretaris Kecamatan

NURMAN RIYADILS.Pi SISWANTO,S.Pt
NIP. 19770923 200604 1 013 NIP. 19760606 201101 1 012



BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
N ama : SUYOKO
Jabatan : KASI PMD
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : NURMAN RIYADILS.Pi
Jabatan : CAMAT SENDURO
Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator . . | Capaian
Sasaran Kinerja Target | Realisasi (%) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Peningkatan |1. Jumlah 12 12 100 Baik
Partisipasi desa yang
Masyarakat terfasilitasi
Dalam Musrenba
Forum ng
Musyawarah




Perencanaan

Pembanguna

n di Desa

2. Peningkatan 2. Jumlah 12 12 100

Efektifitas kelompok

Kegiatan masyaraka

Pemberdayaa t

n Masyarakat terfasilitasi

di Wilayah pembinaa

Kecamatan n
pemberday
aan

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V |: Laporan sudah baik
: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun Kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis Kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

SN Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
H Kaaz N\ .
/s—Atasan Langsung Kasi PMD

!(/5 aimat Senduro

[a

KECAMATAN
SENDURO

NURMAN RIYADI,S.Pi SUYOKO,S.AP
NIP. 19770923 200604 1 013 NIP. 19650221 198903 1 005




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH.JEMMY,S.Pd
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : NURMAN RIYADILS.Pi
Jabatan : CAMAT SENDURO

Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator . . | Capaian
Sasaran Kinerja Target | Realisasi (%) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Pelaksanaan 1. Jumlah 12 12 100 Baik
Tugas Forum fasilitasi
Koordinasi tugas
Pimpinan di Forkopimc
Kecamatan am




2. Fasilitasi 2. Jumlah 12 12 100
Administrasi desa
Tata terbina
Pemerintahan penyelengg
Desa araan
pemerinta
han desa

Baik

2.3.

Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik

\Y%

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagali
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

i ?}iﬁgmgetahui, Lumajang, 24 Januari 2022

fasan Langsung Kasi Pemerintahan
at Senduro

NURMAN RIYADIS.Pi MOCH.JEMMY,S.Pd
NIP. 19770923 200604 1 013 NIP. 19651230 198703 1 012




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ENI SETIYOWATI,SP
Jabatan : Kasi Yanmum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : NURMAN RIYADILS.Pi
Jabatan : CAMAT SENDURO
Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgif;é(;r Target | Realisasi Ca(lz,zi)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya |1. Jumlah 1150 1150 100 Baik

kuantitas/ Permohon

kualitas an E-KTP

Pengadminist yang telah

rasian dilayani

Dok.Permoho




nan E-KTP

Meningkatnya
kuantitas/
kualitas
Pengadminist
rasian
Dok.Permoho
nan Pindah
Penduduk

Meningkatnya
kuantitas/
kualitas
Pengadminist
rasian
Dok.Permoho
nan KK

2. Jumlah
Permohon
an Pindah
Penduduk
yang telah

dilayani

3. Jumlah

Pengantar
yang telah
dibuat dan
disetujui

pimpinan

125

500

125

500

100

100

Baik

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

\Y

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

engetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
“Atasan Langsung Kasi Yanmum
AT SENDURO
URMAN RIYADI,S.Pi ENI SETTYOWATI,SP

NIP. 19770923 200604 1 013 NIP. 19650423 200212 2 001



BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : AMINUDIN,S.Sos
Jabatan : PIt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : SISWANTO,SP
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator . . | Capaian
Sasaran Kinerja Target | Realisasi (%) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya |1. Jumlah 19 19 100 Baik
Pelayanan Jenis
Administrasi pelayanan
dan administra
Opersional si dan
Perkantoran operasiona




2.

Meningkatnya
Pembanguna
n Pengadaan
dan Rehab
Sarpras

Aparatur

Meningkatnya
Pemeliharaan
Rutin/Berkal
a Sarpras

Aparatur

1
perkantora

n

. Jumlah

Pembangu
nan,
Pengadaan
Sarpras
yang
disediakan

. Jumlah

Sarpras
yang dapat
dipelihara

12

12

100

100

Baik

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

\Y%

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kkinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022

Atasan Langsung Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sekretaris Kecamatan

SISWANTO,SPt AMINUDIN,S.Sos
NIP. 19760606 201101 1 012 NIP. 19670710 200701 1 047




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SUPRAYOGI
Jabatan : Kasubag Keuangan
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : SISWANTO,S.Pt
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator . . | Capaian
Sasaran Kinerja Target | Realisasi (%) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Terpenuhinya |1. Jumlah 1 1 100 Baik
Laporan dokumen
Keuangan Laporan
Semesteran Keuangan
dan prognosis Semestera
nyang




2.

Terpenuhinya
Lap,Keuanga
n Akhir
Tahun

Terpenuhinya
Penyusunan
RKA dengan
benar & tepat

waktu

. Meningkatnya

Kualitas
Laporan
Capaian
Kinerja

(Lakip, Sakip)

disusun

. Jumlah

dokumen
Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun

tersusun

. Jumlah

dokumen
Rencana
Kerja dan
Anggaran
(RKA)
SKPD yang

disusun

. Jumlah

dokumen
LAKIP

tersusun

100

100

100

Baik

Baik

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

\Y

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Kasubag Keuangan

Sekretaris Kecamatan

SISWANTO,S.Pt SUPRAYOGI
NIP.19760606 201101 1 012 NIP. 19671128 198903 1 007




LAPORAN KINERJA (LKj)
PEJABAT ESELON III & IV
KECAMATAN SENDURO

TAHUN 2021

KABUPATEN LUMAJANG



BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

: SUPRIYONO
: PENGEMUDI

Nama
Jabatan

Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMINUDIN,S.Sos

Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran II;{C}LkeEE(;I' Target | Realisasi Ca(lz,zl)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6

. Terpnuhinya |1. Jumlah 144 144 100 Baik

mengantar kegiatan

pejabat mengantar

menghadiri pejabat yang

Perjalanan dilakukan

Dinas Dalam

dan Luar

Daerah .
. Terpenuhinya |2+ Jumlah 24 24 100 Baik

penjemputan kegiatan

pejabat mengantar




menghadiri
Perjalanan
Dinas Dalam
dan Luar
Daerah

. Terpenuhinya
perawatan
Kendaraan
(kebersihan,
Mesin)

. Terpenuhinya
permohonan
Perbaikan/Pe
ngantian
Onderdil
Kepada Atas
dan
diteruskan ke
bengkel

. Terpenuhinya

Pelaporan

Hasil Kinerja

Kepada

atasan

langsung

pejabat yang
dilakukan

3. Kegiatan
merawat
kendaraan

4. Dokumen

5. Dokumen

240

240

100

100

100

Baik

Baik

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung
Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V |: Laporan sudah baik

: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Pengemudi

Plt. Kasubag Umu

Dan Kepegawai

AMINUDIN,S.Sos SUPRIYONO
NIP. 19670710 200701 1 047 NIP. ............




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN HIDAYAT
Jabatan : Pengadminsitrasi Umum (Bidang Umum dan
Kepegawaian)

Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMINDIN,S.SOs
Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlg;i:artj(;r Target | Realisasi Ca(lz,/il)l)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya |1. Jumlah 13 13 100 Baik
kualitas Buku
pengelolaan/ Kepegawai
mengadminist an
rasian Data
Kepegawaian
dalam buku




kepegawaian

. Meningkatnya
kualitas
pengelolaan/
mengadminist
rasian
Dok.Kepegaw
aian dalam
SIMAK

. Meningkatnya
kualitas
laporan
kondisi data
kepegawaian

. Meningkatnya
kualitas
laporan
periode
kenaikan
berkala

. Meningkatnya
kualitas
dalam
mengusulkan
kenaikan
pangkat

. Meningkatnya
kualitas hasil
printout dan
share hasil
presensi si
Perlu

. Meningkatnya
kualitas
dalam
menghimpun
SKP dan
menginput
dalam Simak

. Meningkatnya
kualitas
laporan

2. Jumlah

Pegawai

Jumlah
Laporan

Jumlah
Pegawai

Jumlah
Pegawai

Jumlah
dokumen
printout
presensi

Jumlah
dokumen
SKP

Jumlah
dokumen
laporan

13

13

13

13

240

12

12

13

13

13

13

240

12

12

100

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik




berkaitan
dengan
Kepegawaian

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

\Y

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Plt. Kasubag Umu
Dan Kepegawajan

AMINUDIN,S.Sos DIAN HIDAYAT
NIP. 19670710 200701 1 047 NIP. e,




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
N ama : ADRI IMA SURYANI
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMINUDIN,S.Sos
Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgif;é(;r Target | Realisasi Ca(lz,zi)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya |1. Jumlah 1225 1218 95 Baik
kualitas Surat

Pengagendaa Masuk
n Surat Yang

Masuk diagenda




2. Meningkatnya

kualitas
Pendistribusi
an surat
sesuai

disposisi

. Meningkatnya
kualitas
pengetikan
Surat tindak
lanjut hasil

disposisi

. Meningkatnya
kualitas
pengagendaa

n surat keluar

. Meningkatnya
kualitas
pendistribusi
an Surat
keluar ke

Tujuan Surat

. Jumlah

Surat yang
didistribus

ikan

. Jumlah

Surat yang
dicetak

. Jumlah

surat

keluar

. Jumlah

Surat yang
didistribus

ikan

1260

500

1260

1260

1260

500

1260

1260

100

100

100

100

Baik

Baik

Baik

Baik




6. Meningkatnya |6.Jumlah 240 240 100
kualitas kegiatan
pengoperasia yang
n Simak dilakukan

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V |: Laporan sudah baik
: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Pengadinistrasi Umum
Plt. Kasubag Umu
Dan Kepegawai

AMINUDIN,S.SOs ADRI IMA SURYANI
NIP. 19670710 200701 1047 NIP. creiviiiiaeeene




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
N ama : MOH. IMRON
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMINUDIN,S.Sos
Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Inlﬁc.lllllzaggr Target | Realisasi Ca(po/ii)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. terpenuhinya 1. Jumlah Buku 10 9 90 Baik
dokumen Reg.Barang dan
pencatatan / Aset
menginfentaris
Barang Daerah




. Terpenuhinya
dokumen
pencatatan dan
Menerima Hasil
Pengadaan

Barang

. Meningkatnya
kualitas
Pengidentifikasi
an Barang hasil

pengadaan

. Terpenuhinya
dokumen
pembuatan
Surat
Penunjukan
Pemakai

Barang

. Terpenuhinya
dokumen
pencatatan
Hasil

Pemeliharaan

. Terpenuhinya
dokumen
penyusunan
Daftar
Kebutuhan

Barang

. Jumlah Barang

yang disediakan

. Jumlah Barang

yang
diidentifikasi

. Jumlah Surat

Penunjukan

. Jumlah Barang

yang dipelihara

. Jumlah Dok.

Daftar
Kebutuhan

Barang

33

33

33

12

33

33

33

12

100

100

100

100

100

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik




7.

10.

Terpenuhinya
dokumen
penyusunan
Daftar
Kebutuhan
Pemeliharaan

Barang

. Terpenuhinya

dokumen
pencatatan
Keluar
masuknya
Barang Pakai
Habis/ATK (
Stok of Name )

. Meningkatnya

kualitas
pencatatan
hasil
Rekonsiliasi

Aset

Terpenuhiny
a dokumen
pencatatan
dan
Melaporkan
Penghapusa

7. Jumlah Dok.
Daftar
Kebutuhan
Pemeliharaan

Barang

8. Jumlah buku
Stok of Name

9. Jumlah
dokumen

Rekonsiliasi

10.Jumlah
Laporan

Penghapusan

100

100

100

100

Baik

Baik

Baik

Baik




11.

n Barang

Terpenuhiny
a dokumen
pencatatan
Hasil

Penyusutan

12. Meningkatnya
Mobilisasi
Kegiatan

Kecamatan

11.

12.

Jumlah
dokumen

Penyusutan

Meningkatny
a Mobilisasi
Kegiatan

Kecamatan

150

150

100

100

Baik

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

\Y%

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Plt. Kasubag Umu
Dan Kepegawai

AMINUDIN,S.Sos MOH. IMRON
NIP. 19670710 200701 1 047 NIP. coeeeieiririiieeeeeee




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
N ama : MOHAMAD BUANG
Jabatan : Pramu Kebersihan
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMINUDIN,S.Sos
Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgif;é(;r Target | Realisasi Ca(lz,zi)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya | 1. Jumlah 360 360 100 Baik
kualitas Kegiatan
pelaksanaan
Kebersihan
Kantor




2. Meningkatnya | 2. Jumlah 360 360 100 Baik
kualitas Jaga Kegiatan
Malam
Keamanan
Kantor
3. Meningkatnya |3. Jumlah
kualitas Keg.yang 48 48 100 Baik
Penataan dilayani
Sarpras Rapat
dil
2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik

v

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung PramuKebersihan
Plt. Kasubag Umu
Dan Kepegawaian
b 5
AMINUDIN,S.Sos MOHAMAD BUANG

NIP. 19670710 200701 1 047 NIP. ceeeieeeeeeees



BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

15.

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.4. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
N ama : UJANG HAMDANI
Jabatan : Pramu Kebersihan ( Penjaga Malam)
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMINUDIN,S.Sos
Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.5. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgif;é(;r Target | Realisasi Ca(lz,zi)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya | 1. Jumlah 360 360 100 Baik
kualitas Kegiatan
pelaksanaan
Kebersihan
dan
Keamanan
Kantor




2. Meningkatnya | 4. Jumlah 360 360 100 Baik
kualitas Jaga Kegiatan
Malam
Keamanan
Kantor
3. Meningkatnya | 5. Jumlah
kualitas Keg.yang 48 48 100 Baik
Penataan dilayani
Sarpras Rapat
dil
2.6. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik

v

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LK] ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsun PramuKebersihan/Penjaga
Plt. Kasubag Umum Malam

Dan Kepegawaian M

AMINUDIN,S.Sos UJANG HAMDANI
NIP. 19670710 200701 1 047 NIP. ..ottt




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : AMINUDIN,S.Sos
Jabatan : Pengadminsitrasi Umum (Bidang Keuangan)
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : SUPRAYOGI
Jabatan : Kasubag Keuangan
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgif;é(;r Target | Realisasi Ca(lz,zi)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya |1. Jumlah 72 72 100 Baik
kualitas Dokumen
pengajuan SPP
SPP kepada
pengguna
anggaran




2. Meningkatnya

kualitas
pengajuan
penerbitan
SP2D atas
SPM yang
telah
diterbitkan
pengguna

anggran

. Meningkatnya
kualitas
pertanggunja
waban secara
administratif
penggunaan
anggaran
kepada
Kepala SKPD

. Meningkatnya
kualitas
pertanggunja
waban secara
fungsional
penggunaan
anggaran
kepada
Kepala SKPD;

2. Jumlah
Dokum
en
SP2D
atas
SPM

. Jumlah

Dokumen
Laporan
Pertanggu

ngjawaban

. Jumlah

Dokumen
pertanggu

ngjawabn

72

204

12

72

204

12

100

100

100

Baik

Baik

Baik




5. Meningkatnya

kualitas
verifikasi ,
evaluasi dan
analisa atas
laporan
pertanggungja
waban

pengeluaran

5. jumlah
lap.hasil

verifikasi

12

12

100

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

v

Lain-lain

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Ugaum/
Kasubag Keuangan

4

SUPRAYOGI AMINUDIN,S.Sos
NIP. 19671128 198903 1 007 NIP. 19670710 200701 1 047




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
N ama : ANIN ALFIATIN ZAHRO
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : SUPRAYOGI
Jabatan : Kasubag Keuangan
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator Capaian

Sasaran Kinerja Target | Realisasi (%) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Terpenuhinya |1. Jumlah 72 72 100 Baik
dokumen dokumen
administrasi yang

Data akuntasi dicatat




. Terpenuhinya
dokumen
administrasi
SPPD

bulanan

. Terpenuhinya
pengentryan
SPPD
bulanan pada

E-Finance

. Terpenuhinya
dokumen
administrasi

SPj bulanan

. Meningkatnya
kualitas
pengoperasia
n Aplikasi E
Biling

. Meningkatnya
kualitas
pengoperasia
n Aplikasi
SIPD-SIPKD

. Meningkatnya
kualitas
pengoperasia

n Aplikasi

. Jumlah

dokumen

yang
dicatat

. Jumlah

dokumen

yang
dientry

. Jumlah

dokumen

yang
dicatat

. Jumlah

dokumen

yang
diinput

. Jumlah

dokumen

yang
diinput

. Jumlah

dokumen

yang
diinput

72

72

12

150

145

90

72

72

12

150

145

90

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik




10.

SIPD-RKA

. Meningkatnya
kualitas 8. Jumlah 100 100 100
pengoperasia Usulan
n Aplikasi
SIPKAD
RENJA
Meningkatnya
kualitas/kua | 9. Jumlah 12 12 100
ntitas Rekonsilisi
palaksanakaa dilakukan

n rekonsiliasi
akutansi

bulanan

Terpenuhiny
10. Jumlah 12 12 100

dok.

Laporan

a dokumen
palaksanakaa
n Laporan
bulanan

Keuangan

Baik

Baik

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik

\Y

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022

Kasubag Keuangan Pengadministrasi Umum
Q

SUPRAYOGI ANIN ALFIATIN ZAHRO

NIP. 19671128 198903 1 007 NIP. 19810420 200701 2 007



BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SYAMSUL HADI
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : SUYOKO,SAP
Jabatan : KASI PMD
Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgif;é(;r Target | Realisasi Ca(lz,zi)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
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2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

\Y%

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang

Lain-lain



BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasi PMD
SUYOKO,SAP SYAMSUL HADI

NIP. 19650221 198903 1 005 NIP.19641121 199403 1 006



BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
N ama : ATIM
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : MOCH. JEMMY,S.Pd
Jabatan : KASI Pemerintahan
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgif;é(;r Target | Realisasi Ca(lz,zi)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya | 1. Jumlah 360 360 100 Baik

kualitas fasilitasi

administrasi yang

hasil fasilitasi dilaksana

dan kan

koordinasi




bidang
keamanan
dan
ketertiban
2. Meningkatnya | 2. Jumlah 12 12 100 | Baik
kualitas dokumen
administrasi hasil
hasil kegiatan kegiatan
penerapan penegaka
Perda n perda
3. Meningkatnya | 3. Jumlah 12 12 100 | Baik
kualitas dok.hasil
administrasi Pembinaa
hasil n
pembinaan
Idiologi
Negara dan
Kesatuan
Bangsa
2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik

\Y

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum

Kasi Pemerintahan ‘
fl
i S

\

MOCH. JEMMY.,S.Pd
NIP. 19651230 198703 1 012 NIP. 19651212 200701 1 050




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RUDI KUSWANTO
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
: MOCH. JEMMY,S.Pd

: KASI PEMERINTAHAN

Nama
Jabatan
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgif;é(;r Target | Realisasi Ca(lz,zi)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya | 1. Jumlah 360 360 100 Baik

kualitas fasilitasi

administrasi yang

hasil fasilitasi dilaksana

dan kan

koordinasi




bidang
keamanan
dan
ketertiban
2. Meningkatnya | 2. Jumlah 12 12 100 | Baik
kualitas dok.hasil
administrasi kegiatan
hasil kegiatan penegaka
penerapan n perda
Perda
3. Meningkatnya | 3. Jumlah 12 12 100 | Baik
kualitas dok.hasil
administrasi Pembinaa
hasil n
pembinaan
Idiologi
Negara dan
Kesatuan
Bangsa
2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik

\Y

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasi Pemerintahan

\

MOCH. JEMMY.,S.Pd RUDI KUSWANTO
NIP. 19651230 198703 1 012 NIP. 19761208 200901 1 006




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

18.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4393);

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



21.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

27.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.4. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ATIK SURYANINGATI
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : ENI SETIYOWATILSP
Jabatan : KASI YANMUM
Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.5. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgif;é(;r Target | Realisasi Ca(lz,zi)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya |1. Jumlah 1250 1250 100 Baik

kuantitas/ Permohon

kualitas an E-KTP

Pengadminist yang telah

rasian dilayani

Dok.Permoho




nan E-KTP

. Meningkatnya

kuantitas/
kualitas
Pengadminist
rasian
Dok.Permoho
nan Pindah
Penduduk

Meningkatnya
kuantitas/
kualitas
Pengadminist
rasian
Dok.Permoho
nan KK

4. Jumlah
Permohon
an Pindah
Penduduk
yang telah

dilayani

5. Jumlah
Pengantar
yang telah
dibuat dan
disetujui

pimpinan

125

500

125

500

100

100

Baik

Baik

2.6. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

\Y

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi Yanmum

ENI SETTYOWATI,SP
NIP. 19650423 200212 2 001

Lumajang, 3 Januari 2022
Pengadministrasi Umum

ok

ATIK SURYANINGATI
NIP. 19831219 201406 2 002




BABI
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MOCHAMMAD IMAM BASORI
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : ENI SETIYOWATILSP
Jabatan : KASI YANMUM
Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2.Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Irlgif;é(;r Target | Realisasi Ca(lz,zi)an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Terpenuhinya |1. Jumlah 5000 5000 100 Baik

dokumen berkas

pencatatan

Nama

pengguna

Blanko KK




. Terpenuhinya
pembuatan
Rekomendasi
Penanda

tanganan KK

. Meningkatnya
kualitas Input
dan validasi
data KK

. Meningkatnya
kualitas
proses Cetak

KK

. Terpenuhinya
dokumen
Pengarsipan
data
Penduduk

. Meningkatnya
kualitas Input
data Pindah
Tempat

. Terpenuhinya
dokumen
Pencetakan

SKPWNI

. Jumlah

Surat

. Jumlah

berkas

. Jumlah

berkas

. Jumlah

berkas

. Jumlah

berkas

. Jumlah

berkas

2200

5000

5000

378

378

378

2200

5000

5000

378

378

378

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik




8.

10.

Terpenuhinya
Pengajuan KK
kolektif ke
Disdukcapil

Terpenuhinya
dokumen
Pelaporan
Penggunaan
blanko

Terpenuhi

nya dokumen
hasil Koordinasi
berkaitan

kependudukan

8. Jumlah

Surat

9. Jumlah

Laporan

10. Jumlah
dok.hasil

koordinasi

5000

31

62

5000

31

62

100

100

100

Baik

Baik

Baik

2.3.Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

\Y

Lain-lain

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
Governance) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKj Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat
menggambarkan Kinerja Kecamatan Senduro dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menetapkan indikator Kinerja sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai dengan

baik.

Mengetahui, Lumajang, 3 Januari 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasi Yanmum 7
‘ / /-
ENI SETIYOWATI,SP MOCHAMMAD IMAM BASORI

NIP. 19650423 200212 2 001 NIP. oo,



LAPORAN KINERJA (LKj)
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
KECAMATAN SENDURO

TAHUN 2021

KABUPATEN LUMAJANG
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